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ABSTRAK 

 

Afrita: 2009/97263. Penerapan Nilai-nilai Demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari 
di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas 
Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai 
demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan 
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
kurangnya nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam lembaga pemerintahan Nagari. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum optimalnya peran pemerintah dalam 
menyelenggarakan pergantian pimpinan, mewujudkan keadilan, melakukan kerja 
sama, dan menciptakan pemerintahan yang transparan. 

Jenis penelitian ini adalah  kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling. 
Jenis datanya adalah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi dan studi dokumenter. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber. Kemudian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan pengambilan kesimpulan. 

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai 
demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie dapat 
dilihat pertama, menyelenggarakan pergantian pimpinan. pemerintahan Nagari IV 
Koto Hilie telah menyelenggarakan pergantian pimpinan Pemerintahan semenjak 
kembali pada sistem pemerintahan Nagari. Namun proses pemilihan calon wali 
Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie belum berjalan secara optimal. Akibatnya pada 
tahun 2007 sampai tahun 2009 pemerintahan Nagari dipimpin oleh sekretaris Nagari. 
Kedua, musyawarah. Dalam melakukan suatu kegiatan, Pemerintah Nagari IV Koto 
Hilie telah melaksanakan musyawarah dengan melibatkan anggota masyarakat. 
Musyawarah dalam hal ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari 
IV Koto Hilie. Ketiga, keadilan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis 
melihat bahwa belum terwujudnya keadilan dari segi ekonomi dalam masyarakat 
Nagari IV Koto Hilie. Hal ini disebabkan masih adanya unsur nepotisme oleh 
aparatur pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Keempat, 
kerja sama. Hubungan kerja sama antar lembaga Nagari dilihat dalam merancang dan 
menetapkan peraturan Nagari. kerja sama antar lembaga Nagari dalam membahas 
rancangan peraturan Nagari belum optimal karena tidak adanya peraturan Nagari 
yang dihasilkan. Kelima, Keterbukaan. belum sepenuhnya pemerintah Nagari terbuka 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hak masyarakat untuk mendapatkan 
informasi masih kurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setelah resmi dilaksanakan peraturan daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari, maka secara 

bertahap dan pasti seluruh bentuk sistem pemerintahan Desa yang diterapkan 

selama masa Orde Baru telah berubah menjadi pemerintahan Nagari. 

Penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari tersebut telah memberikan 

keleluasaan untuk menerapkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat 

dalam rangka membangun kemandirian untuk melaksanakan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, Nagari merupakan 

republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggotanya, punya 

pemerintahan sendiri, adat sendiri, yang mengatur tatanan kehidupan 

anggotanya. Kejatuhan Orde Baru telah mengantarkan sebuah republik kecil 

(nagari) memasuki masa transisi menuju sebuah konsep demokrasi.  

Pemerintahan Nagari sebagai unit pemeritahan terendah mempunyai 

arti dan kedudukan yang  strategis di Sumatera Barat, tidak  saja sebagai 

kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan pemerintahan, 

akan  tetapi juga sebagai basis pembangunan. Oleh karena itu perencanaan 

pembangunan nagari lebih berorentasi pada kebutuhan, tuntutan, dan 

keinginan anak nagari yang ditetapkan melalui musyawarah. Pemerintah 

1 
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Nagari harus mampu membangun nagarinya sendiri dengan meningkatkan 

kebersamaan dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai-

nilai demokrasi. 

Semangat kembali bernagari akan membawa masyarakat Sumatera 

Barat pada suasana kehidupan yang penuh dengan harapan-harapan, dan 

tumpuan dari harapan-harapan itu pada tingkat pertama tertuju pada lembaga 

pemerintahan nagari. 

Demi terwujudnya harapan-harapan itu maka hal yang harus dilakukan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan cara melembagakan 

sistem kepemimpinan demokratis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai entry 

point kepemimpinan demokratis adalah dilaksanakannya mekanisme 

pemilihan pemimpin secara jujur, terbuka dan memberikan kesempatan bagi 

semua pihak dalam pencalonan, mengefektifkan hak-hak masyarakat dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol serta mengevaluasi jalannya 

pemerintahan dan program-program pembangunan, meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, 

membangun kesepahaman antara lembaga-lembaga yang ada dalam 

masyarakat dengan lembaga pemerintahan nagari, membuat mekanisme kerja 

dalam bidang sosial budaya terutama melestarikan adat-istiadat pada semua 

lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

Selain itu yang harus ditingkatkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan nagari adalah Sumber daya aparatur pemerintah nagari. Sebab 
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dengan birokrasi yang baik maka akan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran demi terwujudnya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip 

demokrasi. 

Agar demokratisasi itu dapat berlangsung, diperlukan iklim 

keterbukaan dalam masyarakat. Terciptanya pemerintahan yang transparan 

maka masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Serta 

meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber 

keuangan nagari, dan adanya kontrol masyarakat. 

Namun berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, pelaksanaan 

pemerintahan nagari berdasarkan nilai-nilai demokrasi di Kenagarian IV Koto 

Hilie belum sepenuhnya terwujud serta belum mampu menumbuhkan inovasi 

pembangunan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penulis menemui 

masih adanya unsur nepotisme oleh  aparatur pemerintah Nagari dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini  seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Ina dalam wawancara tanggal 7 November 2013, yang mengatakan bahwa : 

“dikampuang awak kok ado bantuan nan datang, urang  tu 
sistim famili sajo, contoh sajo pambagian bareh, untuak 
mambagian kupon bareh tu nyo bagikan malam hari, kok tahu 
beko etek minta pulo.(dikampung kita jika ada bantuan yang 
datang, orang sisteim famili saja, contohnya pembagian beras, 
untuk membagikan kupon beras  tersebut dibagikan malam 
hari, biar kita tidak tahu, jika kalau nanti ibu minta pula)” 
 
Masalah lain juga penulis temui terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan jika ditinjau dari segi keterbukaan pemerintah nagari dalam 
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memberi akses informasi kepada masyarakat. Penulis menemui bahwa tidak 

adanya pengumuman yang berisikan informasi seputar penyelenggaraan 

pemerintahan nagari di lembaga pemerintahan nagari Kenagarian IV Koto 

Hilie. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

segala bentuk kegiatan dan program pemerintah. Hal ini  seperti yang 

diungkapkan oleh sekretaris Nagari Bapak Delnafri  dalam wawancara tanggal 

21 Oktoberber 2013, yang mengatakan bahwa : 

“ jika setiap informasi yang berhubungan dengan program 
kerja pemerintah diumumkan kepada masyarakat Nagari, 
maka hal itu akan menjadi hutang/beban bagi wali Nagari 
seandainya program pemerintah tersebut tidak berhasil 
dilaksanakan” 
 
Dan jika dilihat keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan 

dan kontrol terhadap suatu keputusan yang dibuat, umumnya masyarakat 

masih enggan dan hanya menerima serta menjalankan keputusan saja. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afrizal, salah satu 

anggota masyarakat yang berada di Kenagarian IV Koto Hilie pada tanggal 18 

November mengungkapkan bahwa dia kurang mengetahui bagaimana bentuk 

program pemerintah dan seperti apa kebijakan-kebijakan yang ada dalam 

nagari. Dan jika pun ada keputusan atau peraturan yang dibuat oleh wali 

nagari dia akan mengikuti apabila keputusan tersebut tidak merugikannya. Ia 

juga mengungkapkan bahwa urusan untuk melakukan pengawasan terhadap 

kerja wali nagari ada pihak lain yang melakukan tugas tersebut. 
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Hal lain yang juga terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

nagari yaitu kurang terealisasinya program-program pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah nagari belum sesuai 

dengan prinsip keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jasmiati, 

salah satu angggota masyarakat di Kenagarian IV Koto Hilie pada September 

lalu mengungkapkan bahwa program-program pemerintah hanya diberikan 

kepada orang-orang terdekat yang membagikan bantuan tersebut, dan jika pun 

ada masyarakat yang kurang mampu memperoleh bantuan tersebut hanya 

sebagian kecil yang dapat.  

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Penerapan Nilai Demokrasi di Lembaga 

Pemerintahan Nagari di kenagarian VI Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas 

Kabupaten Pesisir Selatan” 

B. Identifikasi Masalah 

Perlunya mengkaji penerapan nilai-nilai demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan nagari dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah 

permasalahan terkait dengan kenyataan berdemokrasi di Indonesia, maka dari 

itu perlu penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah, maka terdapat beberapa masalah yang dianggap esensial yang dapat 

diidentifikasi dan menarik untuk diteliti, yaitu nilai-nilai demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan tidak tumbuh sesuai yang diharapkan, karena:  
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1. Adanya unsur nepotisme oleh aparatur pemerintah Nagari 

2. Kurang terbukanya pemerintah nagari dalam memberi akses informasi 

kepada masyarakat. 

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan. 

4. Program-program pemberdayaan masyarakat kurang terealisasi dengan 

baik. 

5. Sistem kerja yang belum tertata dengan baik antar lembaga 

C. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini penulis membuat pembatasan masalah 

terhadap masalah yang akan dibahas agar hasil yang diperoleh tidak 

menyimpang dari tujuan yang dicapai. Berdasarkan identifikasi masalah di 

atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai “Penerapan 

Nilai-nilai Demokrasi di lembaga pemerintahan nagari di kenagarian IV Koto 

Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”. Penulis secara 

garis besar ingin melihat bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi di 

kelembagaan pemerintahan nagari jika dilihat dari cara menyelenggarakan 

pergantian pimpinan secara teratur, musyawarah, keadilan, kerja sama, dan 

keterbukaan. Penerapan nilai  demokrasi di lembaga pemerintahan nagari di 

batasi pada pemerintah nagari ( wali nagari beserta perangkat), dan BAMUS 

Nagari, Sedangkan untuk waktu penelitian dibatasi pada tahun 2013-2014. 
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D. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam 

menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi ini, maka 

terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. Berdasarkan uraian pada latar 

belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah, penulis merumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana penerapan pergantian pimpinan secara teratur dan damai di 

lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie? 

2. Bagaimana penerapan nilai musyawarah di lembaga pemerintahan Nagari 

di Kenagarian VI Koto Hilie ? 

3. Bagaimana penerapan nilai keadilan di lembaga pemerintahan Nagari di 

Kenagarian VI Koto Hilie ? 

4. Bagaimana penerapan nilai kerja sama di lembaga pemerintahan Nagari di 

Kenagarian VI Koto Hilie ? 

5. Bagaimana penerapan nilai keterbukaaan di lembaga pemerintahan Nagari 

di Kenagarian VI Koto Hilie ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Penerapan pergantian pimpinan secara teratur dan damai di lembaga 

pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie. 
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2. Penerapan nilai musyawarah di lembaga pemerintahan Nagari di 

Kenagarian VI Koto Hilie. 

3. Penerapan nilai keadilan di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian 

VI Koto Hilie. 

4. Penerapan nilai kerja sama di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian 

VI Koto Hilie. 

5. Penerapan nilai keterbukaaan di lembaga pemerintahan Nagari di 

Kenagarian VI Koto Hilie. 

F. Manfaat Penelitian 

Berangkat dari tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tentang 

praktek demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang 

diterapkan di wilayah Sumatra Barat, khususnya pada Nagari VI Koto Hilie 

Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat menjadi 

bahan masukan maupun rujukan bagi penelitian lainnya. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan masukan bagi Nagari VI Koto Hilie Kecamatan Batang 

Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan di Nagari IV Koto 

Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat 

disimpulkan bahwa di Lembaga Pemerintahan Nagari sudah mulai diterapkannya 

nilai-nilai demokrasi tetapi pelaksanaannya belum optimal dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Nagari. Nilai-nilai demokrasi tersebut 

yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur dan damai, 

musyawarah, keadilan, kerja sama, dan keterbukaan. 

Pertama, dalam menyelenggarakan pergantian pimpinan di Nagari IV 

Koto Hilie telah mencerminkan adanya penerapan nilai demokrasi. Terlihat 

semenjak kembali pada sistem pemerintahan Nagari, di Nagari IV Koto Hilie 

telah melaksanakan pemilihan wali Nagari dua kali, sedangkan untuk pemilihan 

Badan Musyawarah Nagari baru dilaksanakan satu kali. Namun di Nagari IV 

Koto Hilie penerapan nilai-nilai demokrasi belum menghasilkan hasil yang 

optimal dikarenakan pada tahun 2007-2009 pemerintah Nagari IV Koto Hilie 

dipimpin oleh pejabat Wali Nagari. Hal ini disebabkan tidak tercapai suatu 

keputusan oleh unsur-unsur yang ada di Nagari dalam penentuan calon wali 

nagari untuk periode selanjutnya karena terjadi perebutan jumlah kursi diantara 

sesama unsur. 

Kedua, nilai demokrasi yang dilihat yaitu musyawarah. Di Nagari IV 

Koto Hilie dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari, pemerintah nagari  
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terlebih dahulu melakukan musyawarah ketika akan melaksanakan suatu 

rencana atau kegiatan dengan mengikutsertakan perwakilan dari setiap kampung. 

Tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah menampung aspirasi dari 

masyarakat nagari untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di Nagari IV Koto 

Hilie, pewakilan dari setiap kampung telah ikut berpartisipasi dalam musyawarah 

yang dilaksanakan dengan menyampaikan setiap aspirasinya dan mengikuti 

jalannya musyawarah dengan baik. 

Ketiga, dalam lembaga Pemerintahan Nagari nilai yang selanjutnya yaitu 

keadilan. Terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari IV Koto Hilie 

belum sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang demokrasi yaitu terpenuhinya 

keadilan bagi rakyat Indonesia. Terlihat masih adanya unsur kekeluargaan oleh 

aparatur pemerintah Nagari yang menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan 

dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. 

Keempat, di lembaga pemerintahan Nagari IV Koto Hilie masih 

kurangnya penerapan nilai demokrasi. Terlihat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan belum optimal kerja sama antara lembaga pemerintahan dengan 

masyarakat. Hubungan kerja sama antar lembaga Nagari dilihat dalam 

merancang dan menetapkan peraturan Nagari. Namun sayangnya, di Nagari IV 

Koto Hilie hubungan kerja sama ini belum menghasilkan hasil yang optimal 

dikarenakan terkendala oleh waktu karena aparatur pemerintahan nagari 

memiliki tugas lain sehingga tidak ada  peraturan Nagari yang dihasilkan dan 

pemerintah Nagari IV Koto Hilie hingga saat ini masih memakai peraturang yang 

lama. 
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Kelima, nilai demokrasi yang selanjutnya adalah keterbukaan. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Nagari, di Nagari IV Koto Hilie belum 

mencerminkan terwujudnya nilai demokrasi. Terlihat kurangnya hak masyarakat 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungn dengan pemerintahan Nagari. 

Hanya sebagian kecil masyarakat yang memperoleh informasi karena 

ketidakterbukaan pemerintah dalam memberi akses infomasi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa 

saran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan penerapan 

nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari IV Koto 

Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya adalah 

agar semua aparatur pemerintahan Nagari menyadari arti penting dari nilai-nilai 

demokrasi, apalagi jika dikaitkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

berhubungan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat. Karena seperti yang 

kita tahu, penerapan nilai-nilai demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari 

sangat penting karena menyangkut hidup masyarakat banyak. 

Selain pihak pemerintah Nagari, keterlibatan masyarakat dalam proses 

pemerintahan perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan dengan adanya pengawasan 

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah nagari dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang- 
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Undang Dasar 1945, serta terwujudnya suasana kehidupan yang lebih 

demokratis dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.   
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